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_ Perundang-undangan
Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan

No. SK :

Per syar atan

1. Memiliki akun Aplikasi E-Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan

2. Mengakses e-penerjemahan.peraturan.go.id

Sistem, M ekanisme dan Prosedur
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1. Mengajukan permohonan penerjemahan melalui aplikasi e-penerjemahan.peraturan.go.id dengan
mengisi Nama Peraturan Perundang-undangan dan Nomor Pengundangan. Pada saat mengajukan
permohonan, pemohon harus melengkapi dokumen yaitu Surat Permohonan (dalam bentuk pdf), Draf

Bahasa Indonesia dan Draf Bahasa Inggris (dalam bentuk Ms. Word).
2. Dokumen yang telah diajukan akan diperiksa kelengkapannya.

3. Apabila pengajuan permohonan penerjemahan tidak disetujui, maka akan dikembalikan kepada K/L

Pemohon.

4. Apabila pengajuan permohonan penerjemahan disetujui, Subdit Penerjemahan akan membuat

matriks untuk pembahasan pertama.

5. Rancangan Terjemahan Peraturan Perundang-undangan dibahas melalui rapat antara Direktorat

Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Pemohon.
6. Hasil Rapat Final dikirim ke K/L Pemohon untuk diberi Paraf Persetujuan.

7. Hasil terjemahan yang telah diberi paraf, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-

undangan.

8. Hasil terjemahan resmi yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-

undangan dikirimkan kepada K/L Pemohon.

9. Hasil terjemahan resmi diunggah di laman website resmi

http://peraturan.go.id/peraturan/terjemahan.html
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Waktu Penyelesaian

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terjemahan Peraturan Perundang-undangan

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum dan HAM RI

JI. H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan

Telp. 021 - 5264517

lapor.go.id

I Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 05 Jan 2025 pukul 09:59. Klik di sini untuk melihat halaman asli.



http://http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8061234/kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia/penerjemahan-resmi-peraturan-perundang-undangan

